BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak (course of action) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan demikian Perencanaan Strategis merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menjadi titik balik perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Negara Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang-undang tersebut peran pemerintah pusat terhadap berbagai aspek Pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat adalah sangat dominan, sementara dilain pihak aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah kurang diperhatikan. 

Pada saat ini kondisi tersebut telah berubah, Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah ini menuntut Pemerintah Daerah mampu menyusun program pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dan kemampuan daerah. Program pembangunan yang disusun harus sinkron dengan program pembangunan propinsi dan pusat, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Kecamatan merupakan salah satu instansi teknis di daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menyusun kebijakan dan program pembangunan di Kecamatan secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang dan pelaksanaan otonomi di daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Taktakan tahun Anggaran 2014 - 2018 merupakan Implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang  2014 – 2018 dan merupakan komitmen bersama untuk memcapai kinerja dengan sebaik-baiknya serta bagian dari upaya merealisasikan misi Taktakan dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini Kecamatan Taktakan berusaha memberikan deskripsi dan analisis tentang beberapa hal yang dianggap bermanfaat untuk manajemen, sebagai berikut:

a. Visi, Misi, arah dan tujuan yang diinginkan;

b. Mengungkapkan kekuatan dan kelemahan yang ada saat ini, serta kemungkinan ancaman dan peluang organisasi pada masa yang akan datang, yang dituangkan dalam analisa SWOT;

c. Menjelaskan cara-cara yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan;

d. Kerangka dan pedoman untuk merencanakan kegiatan dan alokasi sumber-sumber pembiayaan (anggaran);

e. Masukan untuk pengembangan ide-ide baru pada setiap Pegawai di Kecamatan Taktakan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia;

f. Proses kordinasi, organisasi dan komunikasi antar pegawai atau bagian organisasi;

g. Pedoman untuk mengevaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan sasaran organisasi.

I.2
Landasan Hukum

 Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Penyusunan Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Taktakan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
k. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
r. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
s. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
t. Permendagri Nomor 54  Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
u. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

v. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025;

w. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030;
x. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018;
y. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang.
I.3
Maksud dan Tujuan
Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Taktakan  Tahun 2014 - 2018 ditujukan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Taktakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2014 - 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah  Kota Serang dalam RPJMD tahun 2014 - 2018.
Oleh karena itu, sasaran penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Taktakan  Tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya profil Kecamatan Taktakan ;

2. Teridentifikasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah  Kecamatan Taktakan tahun 2014 - 2018 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taktakan ;

3. Teridentifikasinya kondisi dan prospek pembangunan daerah  Kecamatan Taktakan tahun 2014 - 2018 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taktakan ;

4. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Taktakan 2014 - 2018;

5. Terumuskannya  strategi dan kebijakan Kecamatan Taktakan tahun 2014 - 2018;

6. Terumuskannya program dan indikasi kegiatan Kecamatan Taktakan  tahun 2014 - 2018.

I.4
Sistematika Penulisan
Berdasarkan Permendagri Nomor 54  Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renstra Kecamatan Taktakan Tahun 2014 - 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

KECAMATAN TAKTAKAN

Pada bagian ini akan disajikan gambaran umum Pelayanan SKPD Kecamatan Taktakan, yang akan meliputi: gambaran mengenai kondisi fisik dasar, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
II.1. Batas Administrasi dan Letak Geografis Kecamatan Taktakan
Kecamatan Taktakan Kota Serang merupakan Salah satu wilayah berada di bagian barat kota serang, dan terbagi atas 13 Kelurahan.
 Kecamatan Taktakan  memiliki luas wilayah 57,98 Km2, dengan batas-batas Kecamatan sebagai berikut :

Utara
:
Kec. Keramat watu, Kabupaten Serang
Selatan
:  
Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang
Barat
: 
Kec. Waringin Kurung dan Gunung Sari Kabupaten Serang
Timur
:  
Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya Kota Serang

Secara Administrasi wilayah Kecamatan Taktakan terbagi menjadi 12 Desa/Kelurahan, 106 Rukun Warga (RW), 297 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk pada tahun 2017  sebanyak 83.717 jiwa, yang terdiri dari 43.548 jiwa laki-laki, dan 40.169 jiwa perempuan. Luas Wilayah masing Desa disajikan dalam Tabel II.1 dan Gambar II.1 sebagai berikut :

Gambar II.1.

Peta Administrasi Kecamatan Taktakan
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II.2
. Tugas Pokok, Fungsi,  dan Struktur Organisasi Kecamatan Taktakan
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang, maka Kecamatan Taktakan mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

(1) 
Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Kecamatan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Camat mempunyai fungsi :

a. menetapkan Rencana Strategis Kecamatan untuk menjabarkan visi, misi, dan program Walikota dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
b. menjabarkan kebijakan strategis dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
c. menyelenggarakan pelaksanaan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
d. menyelenggarakan pembinaan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
e. menyelenggarakan pengawasan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
f.       melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
g. pelaporan.
(3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

II.2.1
Sekretariat Kecamatan

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan.
(2) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. menyelenggarakan  penyusunan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani Camat dalam urusan Kecamatan;

c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani Camat dalam urusan Kecamatan;
d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani Camat dalam urusan Kecamatan;
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
f. pelaporan.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
II.2.2
Sub Bagian Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.
(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan adalah :

a. melaksanakan  penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;

b. melaksanakan  pembinaan penatausahaan keuangan Kecamatan;

c. melaksanakan  penatausahaan anggaran Satuan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan  pengelolaan kas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan  pelayanan lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.        melaksanakan penyimpanan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;

g. melaksanakan  penyusunan laporan keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan; 

i.        melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU); Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

j.       melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;

k. melaksanakan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Kecamatan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Kecamatan;

l.        melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Kecamatan;

m. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;

n. melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup Kecamatan dan laporan lainnya;

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
II.2.3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian adalah:

a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat;
c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada Kecamatan;
e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Kecamatan;

i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang;

j. melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapihan ruangan kantor;

l. melaksanakan  fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan                 e-government;
m. melaksanakan  monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

II.2.4
Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi  Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial.

II.2.5
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas kecamatan dalam lingkup urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah:   
a. menyusun rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi  Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan yang meliputi bidang-bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

c. melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tingkat Kecamatan dalam urusan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang-bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

d. melaksanakan kebijakan Camat dalam urusan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan yang meliputi bidang-bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

e. melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

f.        melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program keluarga berencana di wilayah kerja Kecamatan;

g. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penilaian kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

h. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penilaian dan penandatanganan oleh Camat mengenai prestasi Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sebelum dimintakan penandatanganannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;

i.        melaksanakan kegiatan dalam rangka pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) serta lembaga-lembaga milik Pemerintah lainnya yang bergerak dan memiliki keterkaitan tugas dengan Kecamatan di bidang kesehatan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

j.       memfasilitasi kegiatan penyuluhan mengenai program wajib belajar;

k. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penilaian kinerja Sekolah Dasar Negeri yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

l.        melaksanakan kegiatan dalam rangka pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas serta lembaga-lembaga milik Pemerintah lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan memiliki keterkaitan tugas dengan Kecamatan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

m. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang-bidang generasi muda, keolahrgaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;

n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

o. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan tugas Perangkat Daerah lainnya dalam lingkup urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang akan dilaksanakan oleh Camat;

p. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

q. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Camat yang berhubungan dengan tugas kedinasan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
r.       mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;
s. melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;
t.        melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan persetujuan atau sepengetahuan Camat;
u. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
v. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Camat dan para Kepala Seksi lainnya yang ada di lingkungan Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
w. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Camat melalui Sekretaris Camat;
x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
(1) II.2.6
Seksi Tata Pemerintahan
 Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah :
a. menyusun rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Tata Pemerintahan;

b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan tata pemerintahan di tingkat Kecamatan, yang meliputi bidang-bidang keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I dan Buku II serta bidang tugas umum pemerintahan lainnya;

c. melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tingkat Kecamatan dalam urusan tata pemerintahan, yang meliputi bidang-bidang keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I dan Buku II serta bidang tugas umum pemerintahan lainnya;

d. mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan Camat dalam urusan tata pemerintahan yang meliputi bidang-bidang keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I dan Buku II serta bidang tugas umum pemerintahan lainnya;.

e. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan Camat dalam urusan tata pemerintahan yang meliputi bidang-bidang keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I dan Buku II serta bidang tugas umum pemerintahan lainnya;

f.       melaksanakan dan membina kegiatan pelayanan publik di bidanadministrasi keagrariaan;
g. melaksanakan inventarisasi asset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
h. melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kecamatan;
i.       melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam pelaksanaan pembebasan Tanah Milik dan pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan;
j.        melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam peralihan status tanah dari Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan pemberian fasilitasi dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan;
l.       melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Tanah Terlantar, Tanah Negara Bebas dan Tanah Timbul yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
m. melaksanakan dan membina kegiatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
n. melaksanakan kegiatan pencatatan atas mutasi penduduk antar Kecamatan;

o. melaksanakan penyusunan laporan bulanan Camat mengenai Data Kependudukan;

p. melaksanakan dan membina kegiatan pelayanan publik di bidang administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I dan Buku II;

q. melaksanakan penerimaan SPPT Pajak Bumi Bangunan Buku I dan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Buku II beserta Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan lainnya dari Perangkat Daerah di tingkat Kota Serang yang menangani Pajak Bumi Dan Bangunan;

r.        melaksanakan pendistribusian SPPT Pajak Bumi Bangunan Buku I beserta Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan lainnya kepada Kelurahan-Kelurahan;

s. melaksanakan pembinaan kepada Kelurahan-kelurahan di wilayah kerja Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I  oleh Kelurahan-Kelurahan;

t.       mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I  oleh Kelurahan-Kelurahan;

u. melaksanakan penyusunan konsep Laporan Camat kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah di tingkat Kota Serang yang menangani Pajak Bumi Dan Bangunan mengenai mengenai hasil pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I  oleh Kelurahan-Kelurahan;

v. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I  dari Kelurahan-Kelurahan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

w. melaksanakan pendistribusian SPPT Pajak Bumi Bangunan Buku II kepada para Wajib Pajak yang bersangkutan di wilayah kerja Kecamatan;

x. melaksanakan penyusunan konsep laporan camat kepada walikota melalui sekretariat daerah dan perangkat daerah di tingkat kota Serang yang menangani pajak bumi dan bangunan mengenai hasil pelaksanaan pendistribusian sppt pajak bumi dan bangunan buku ii  kepada para wajib pajak;.

y. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan  kelurahan;

z. melaksanakan pemberian pertimbangan-pertimbangan bagi camat dalam rangka pengusulan calon lurah kepada walikota;

ad. melaksanakan fasilitasi dalam penataan kelurahan;

ae. melaksanakan persiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas kecamatan dengan tugas perangkat daerah lainnya dalam lingkup  urusan tata pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh camat;

af. melaksanakan kegiatan perlombaan antar kelurahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan;

ag. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas seksi tata pemerintahan;

ah. melaksanakan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi tata pemerintahan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;
ai. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan seksi tata pemerintahan dengan persetujuan atau sepengetahuan camat;
aj. memberikan saran dan pertimbangan kepada camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan seksi tata pemerintahan;
ak. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada camat melalui sekretaris camat;
al. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
II.2.7
Seksi Ekonomi dan Pembangunan

(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas kecamatan  dalam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan.   

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan adalah :
a. mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Camat;

b. menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;

c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan ekonomi di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang perekonomian masyarakat, perkoperasian dan usaha kecil menengah, produksi, distribusi serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

d. melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tingkat Kecamatan dalam urusan ekonomi; yang meliputi bidang-bidang perekonomian masyarakat, perkoperasian dan usaha kecil menengah, produksi, distribusi serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

e. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan Camat dalam urusan ekonomi di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang perekonomian masyarakat, perkoperasian dan usaha kecil menengah, produksi, distribusi serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

f.        mengadakan pendataan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap potensi  perekonomian masyarakat;

h. melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan perekonomian Kelurahan;

i.        melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan di wilayah kerja Kecamatan;

j.       melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian dan peikanan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

k. mengadakan kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar musiman di wilayah kerja Kecamatan;
l.        melaksanakan penertiban bersama-sama dengan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban terhadap pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar musiman berdasarkan petunjuk dan arahan Camat;
m. melaksanakan pendataan terhadap spanduk-spanduk, reklame dan papan nama yang dipasang di wilayah kerja Kecamatan;
n. mengusulkan dilakukannya penertiban terhadap spanduk-spanduk, reklame dan papan nama yang pemasangannya melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah dan atau Keputusan Walikota kepada Camat;
o. melaksanakan penertiban bersama-sama dengan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban terhadap spanduk-spanduk, reklame dan papan nama yang pemasangannya melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah dan atau Keputusan Walikota berdasarkan petunjuk dan arahan Camat;
p. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan publik dalam lingkup urusan perekonomian;
q. mempersiapkan Surat Rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Camat dalam rangka pengajuan usulan permohonan Ijin Reklame dan pemasangan Papan Nama yang berukuran 1 (satu) meter persegi kepada Perangkat Daerah di tingkat Kota Serang yang menangani reklame;
r.       mempersiapkan Surat Ijin Pengusahaan Kolam Pemancingan yang akan ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota;
s. melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dan pengurusan berkas-berkas persyaratan pengajuan usulan permohonan Ijin Tempat Usaha untuk warung, warung makan dan pertunjukan komedi putar/sirkus keliling;
t.        mempersiapkan Surat Ijin Tempat Usaha untuk warung, warung makan dan pertunjukan komedi putar/sirkus keliling yang akan ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota;
u. melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dan pengurusan berkas-berkas persyaratan pengajuan usulan permohonan Surat Keterangan Domisili Usaha;
v. mempersiapkan Surat Keterangan Domisili Usaha yang akan ditandatangani oleh Camat;
w. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan tugas Perangkat Daerah lainnya dalam lingkup urusan ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Camat;
x. melaksanakan kegiatan perlombaan antar Kelurahan dalam lingkup urusan perekonomian;
y. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pembangunan di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
z. melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tingkat Kecamatan dalam urusan pembangunan; yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
ad. mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan Camat dalam urusan pembangunan di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
ae. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan Camat dalam urusan pembangunan di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
af. melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
ag. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kerja Kecamatan di bidang pelayanan kepekerjaan umuman;
ah. melaksanakan kegiatan dalam rangka pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat;
ai. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
aj. melaksanakan kegiatan inventarisasi terhadap prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman, rumah-rumah yang rusak dan kebutuhan rumah;
ak. melaksanakan kegiatan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Serang mengenai penataan kampung kumuh di wilayah kerja Kecamatan;
al. melaksanakan kegiatan yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Serang mengenai penempatan, pembangunan serta pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa di wilayah kerja Kecamatan;
am. melaksanakan kegiatan yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Serang mengenai pembangunan serta pemeliharaan sarana-sarana di bidang-bidang perniagaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan umum dan sosial budaya di wilayah kerja Kecamatan;
an. melaksanakan kegiatan yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Serang mengenai pembangunan serta pemeliharaan jalan setapak yang berukuran lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) meter dan saluran air atau drainase lokal pada lingkungan perumahan dan permukiman di wilayah kerja Kecamatan;
ao. melaksanakan kegiatan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Serang mengenai pemasangan, pembuatan serta pemeliharaan sarana dan fasilitas penerangan jalan umum dan taman-taman yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
ap. melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dan pengurusan berkas-berkas persyaratan pengajuan usulan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan;
aq. mempersiapkan Surat Rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Camat dalam rangka pengajuan usulan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Perangkat Daerah di tingkat Kota Serang yang menangani reklame;
ar. mengusulkan dilakukannya penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan kepada Camat;
as. melaksanakan kegiatan-kegiatan registrasi dan pelayanan administrasi dalam penomoran rumah dan bangunan;
at. melaksanakan kegiatan dalam rangka pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah kerja Kecamatan;
au. melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap upaya-upaya pemanfaatan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu dan membahayakan lingkungan hidup di wilayah kerja Kecamatan;
av. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan penggalian dan pengurugan tanah;
aw. melaksanakan kegiatan pengkajian dan perumusan konsep kebijakan  Camat dalam rangka pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kerja Kecamatan;
ax. membuat jadwal bulanan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap kebersihan lingkungan di wilayah kerja Kecamatan;
ay. menyusun konsep usulan Camat mengenai jadwal pengangkutan sampah oleh Armada Angkutan Sampah Kecamatan kepada Perangkat Daerah di tingkat Kota Serang yang menangani masalah sampah;
az. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan;
ba. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
bb. melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Ekonomi Dan Pembangunan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;
bc. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan dengan persetujuan atau sepengetahuan Camat;
bg. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
bh. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Camat melalui Sekretaris Camat;
bi. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
II.2.28 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas kecamatan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum adalah: 

a. menyusun rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan, yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban wilayah, sosial politik serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

c. melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tingkat Kecamatan dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum, yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban wilayah, sosial politik serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

d. mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan Camat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban wilayah, sosial politik, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

e. melaksanakan kebijakan Camat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban wilayah, sosial politik, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

f.        melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah;
g. melaksanakan dan membina kegiatan pelayanan publik di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;.
h. melaksanakan analisis terrhadap kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah;
i.       menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan penertiban dalam rangka memelihara dan memulihkan suasana ketentraman dan ketertiban wilayah;
j.       mengadakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penertiban terhadap pasar-pasar liar dan para Pedagang Kaki Lima di wilayah kerja Kecamatan;
k. melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pemasangan spanduk-spanduk dan papan reklame yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan atau Keputusan Walikota di wilayah kerja Kecamatan;
l.       melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap para Anggota Perlindungan Masyarakat yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
m. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING);
n. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditempatkan dalam wilayah kerja Kecamatan;
o. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa di wilayah kerja Kecamatan;
p. melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
q. melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka menciptakan suasana kerukunan hidup antar umat beragama;
r.       mengadakan langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai gejolak yang terjadi dalam masyarakat guna menghindari terjadinya keresahan dalam masyarakat;
s. melaksanakan kegiatan operasi dan fasilitasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
t.        melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan aktifitas-aktifitas Organisasi-Organisasi Massa dan Partai-Partai Politik di wilayah kerja Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
u. melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
v. melaksanakan dan membina kegiatan pelayanan publik di bidang sosial politik;
w. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan tugas Perangkat Daerah lainnya dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum yang akan dilaksanakan oleh Camat;
x. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas Seksi Ketentaman Dan Ketertiban Umum;
y. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh oleh Camat yang berhubungan dengan tugas kedinasan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
z. melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;
aa. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan persetujuan atau sepengetahuan Camat;
ab. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;.
ac. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi lainnya yang ada di lingkungan Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
ad. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Camat melalui Sekretaris Camat;
ae. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Gambar 1
Struktur Kecamatan Taktakan
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-                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Hasil Pajak Daerah -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Hasil Retribusi Daerah -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Lain-lain PAD yang SAH -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Dana Alokasi Umum -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Dana Alokasi Khusus -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Pendapatan Hibah -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Dana Darurat -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

-

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

-

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                   

-                                  665,511,513            926,983,130            1,300,380,000         2,266,354,257           3,123,995,128           -                                  665,511,513            926,983,130            1,300,380,000         2,266,354,257           3,123,995,128           0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

- Belanja Pegawai -                                  665,511,513            926,983,130            1,300,380,000         2,266,354,257           3,123,995,128           -                                  665,511,513            926,983,130            1,300,380,000         2,266,354,257           3,123,995,128           0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

- Belanja Bunga -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Belanja Subsidi -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Belanja Hibah -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Belanja Bantuan Sosial -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

-

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Belanja Tidak Terduga -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

300,000,000            300,000,000            446,420,000            460,000,000            2,800,000,000           3,765,990,000           300,000,000            300,000,000            446,420,000            460,000,000            2,800,000,000           3,765,990,000           100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

- Belanja Pegawai -                                  95,135,000               80,890,000               75,965,000               350,060,000              717,010,000              -                                  95,135,000               80,890,000               75,965,000               350,060,000               717,010,000               0% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 0%

- Belanja Barang dan Jasa -                                  186,515,000            323,330,000            296,650,000            1,072,990,000           1,531,110,000           -                                  186,515,000            323,330,000            296,650,000            1,072,990,000           1,531,110,000           0% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 0%

- Belanja Modal -                                  18,350,000               42,200,000               87,385,000               1,376,950,000           1,517,870,000           -                                  18,350,000               42,200,000               87,385,000               1,376,950,000           1,517,870,000           0% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 0%

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  Anggaran Sebelumnya -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Pencairan Dana Cadangan -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Penerimaan Pinjaman Daerah -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Penerimaan Piutang Daerah -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Pembentukan Dana Cadangan -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Pembayaran Pokok Utang -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

- Pemberian Pinjaman Daerah -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   -                                   -                                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                            -                           

300,000,000            1,931,023,026         2,746,806,260         3,520,760,000         10,132,708,514        13,779,970,256        300,000,000            1,931,023,026         2,746,806,260         3,520,760,000         10,132,708,514         13,779,970,256        

Rata-Rata Pertumbuhan (%)



PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SAH

Pengeluaran Pembiayaan

T O T A L

Uraian

(1)

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung



PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara  Realisasi Anggaran Tahun


[image: image3.emf]M I S I 1 : Meningkatkan Kualitas Aparatur Yang Bersih Dan Berwibawa

TUJUAN

1

Meningkatnya Kualitas Pemangku jabatan di Tingkat Desa dan 

Kelurahan 1 Melakukan pembinaan Administrasi melalui pelatihan  1 Terbentuknya tata kelola keuangan daerah yang baik

2

Meningkatkan kemampuan pelayanan dan pemahaman tentang 

administrasi pemerintahan 2 Melakukan pembinaan Administrasi melalui pelatihan  2 Terciptanya pelayanan yang cepat, tepat dan benar

Mengembangkan Sistem Laporan 

Capaian Kinerja

1 Tercapainya Pelaporan yang benar dan Tepat Waktu 1

Pengembangan Metode kerja dan Penataan administrasi yang 

baik 1

Melakukan Pembinaan pada Aparatur Pengelola Keuangan 

Daerah

1 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada 1

melakukan pemeliharaan berkala terhadap sarana dan Prasarana 

yang ada 1 Peningkatan kualitas sarana dan prasana

2

Meningkatkan kuantitas Sarana dan Prasarana Penunjang 

Pelayanan 2 melakukan pengadaan barang 2 Peningkatan kuantitas sarana dan prasana

M I S I     2 : Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat

1 Tercapainya Surat menyurat yang lancar dan baik 1 Pengadaan bahan Administrasi 1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Terciptanya data administrasi yang baik 2 Pengadaan bahan Administrasi 2 Meningkatkan Pelayanan Masyarakan

meningkatnya infrastruktur

1

Terciptanya Infrastruktur yang menunjang pembangunan di 

semua sektor 1 Peningkatan Jalan dan jembatan 1 Meningkatkan Infrastruktur

M I S I     3 : Mewujudkan Kecamatan Taktakan sebagai pintu gerbang ekonomi Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional

1 Teridentifikasinya potensi ekonomi masyarakat 1

Studi dan Identifikasi Potensi Ekonomi Berbasis Pertanian, 

Pertenakan dan Perikanan 1 pengembangan Sektor Ekonomi Skala Regional

2

Teridentifikasinya permasalahan Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat 2 Studi Identifikasi Potensi Pengembangan Ekonomi 2 pengembangan Sektor Ekonomi Skala Regional

M I S I     4 : Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah

1 Teridentifikasinya jumlah Pelaku Usaha Kecil dan Menengah 1

Studi Identifikasi Pelaku Usaha kecil dan Menengah serta sektor 

usaha yang dijalaninya 1 Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah

2 Terbinanya Pelaku Usaha Kecil dan Menengah 2

Studi Identifikasi Pelaku Usaha kecil dan Menengah serta sektor 

usaha yang dijalaninya 2 Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

3 bertambahnya Usaha Kecil, menengah dan Koperasi 3

Studi Identifikasi Pelaku Usaha kecil dan Menengah serta sektor 

usaha yang dijalaninya 3 Peningkatan Kualitas SDM pelakuusaha kecil dan menengah

1 Mengurangi angka kemiskinan 1 1

2 menurunkan angka pengangguran 2 2

M I S I     5 : Meningkatkan Kualitas Hasil Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa

1

Terciptanya kualitas Hasil Pertanian, Perikanan, Pariwisata, 

Pendidikan, Perdagangan dan Jasa yang laik jual 1 meningkatkan frekuensi Penyuluhan dan pembinaan 1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pembinaan

2

Meningkatnya kuantitas Hasil Pertanian, Perikanan, Pariwisata, 

Pendidikan, Perdagangan dan Jasa 2 meningkatkan frekuensi Penyuluhan dan pembinaan 2 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pembinaan

V I S I     : TERWUJUDNYA PEMANTAPAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL MENUJU MASYARAKAT YANG BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

Meningkatnya kualitas dan Kuantitas 

hasil Pertanian, Perikanan, 

Pariwisata, Perdagangan, dan jas

Meningkatkan Kualitas SDM 

SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha 

Kecil dan Menengah

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas 

Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kinerja Pelayanan

Berkembangnya sektor 

perekonomian skala regional

berkurangnya angka kemiskinan dan 

Pengangguran
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Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 90% 91% 94% 95% 97% 99,12% 90% 91% 94% 95% 97% 99,12% 90% 91% 94% 95% 97% 99,12%

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 95% 97% 98% 98,5% 99% 99,33% 95% 97% 98% 98,5% 99% 99,33% 95% 97% 98% 98,5% 99% 99,33%

Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Daerah

100% 94% 96% 96% 97% 99% 99,64% 94% 96% 96% 97% 99% 99,64% 94% 96% 96% 97% 99% 99,64%

Terbangunnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan Diperdesaan 100% - - - - 99% 99,06% - - - - 99% 99,06% - - - - 99% 99,06%

Penduduk Ber-Ktp 100% - - - - - 100% - - - - - 100% - - - - - 100%

Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keragaman Budaya  100% 90% 92% 94% 95% 97% 99,18% 90% 92% 94% 95% 97% 99,18% 90% 92% 94% 95% 97% 99,18%

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Wawasan 

Kebangsaan

100% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 100% - - - - - 100% - - - - - 100% - - - - - 100%

Jumlah Lembaga Ekonomi Terbina 100% - - - - - 100% - - - - - 100% - - - - - 100%

Terfasilitasinya Musrenbang di Tinggkat Kecamatan dan 

Kelurahan

100% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Target IKK Target SPM Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD No

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun Target Renstra SKPD Tahun

Target 

Indikoator 

Lainnya








II.3
Sumber Daya SKPD
Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang, berikut ini adalah tabel II.4 tentang nama pegawai dan jabatan struktural SKPD Kecamatan Taktakan:
Tabel II.4
Nama dan Jabatan Struktural SKPD Kecamatan Taktakan
	NO
	N A M A
	NIP
	TEMPAT TGL LAHIR
	PANGKAT / GOL
	Jabatan

	1
	UM ROCHMAT HIDAYAT, ST,MM
	19720408 200312 1 002
	Serang,08 April 1972
	Pembina / IV a
	Camat

	2
	AHMAD SAIFULLAH, S.Pd., M.Si
	19720517 199803 1 008
	Serang,17 April 1972
	Penata Tk.I, III/d
	Sekretaris Camat

	3
	MAD HASAN,SE
	19630101 198603 2 022
	Serang, 01 Januari 1963
	Penata Tk.I, III/d
	Kasi Ekonomi dan Pembangunan

	4
	-
	-
	-
	-
	Kasi Keamanan dan ketertiban

	5
	ENDANG SUMINARTI, SH
	19611017 199103 2 002
	Palembang, 17 Oktober 1961
	Penata Tk.I, III/d
	Kasi Kesejahteraan Sosial

	6
	HERLIS INDRIANI,SAG
	19711209 201101 2 001
	Jakarta, 09 Desember1971
	Penata/IIIc
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Bendahara

	7
	H. ROHANI,S.SOS,M.SI
	19650105 199403 1 007
	Tanggerang, 05 Januari 1965
	Penata Tk.I, III/d
	Kasi Tata Pemerintahan

	8
	LINA HERLINA, SE
	19790909 2007012 019
	Pandeglang, 09 Sep 1979
	Penata Muda Tk.I  / III b
	Kasubag Umum dan Kepegawaian

	
	
	19921223 201507 1 001
	Serang, 23 Desember 1992
	Penta Muda / III a
	Kasubag Keuangan  Program, Evaluasi dan Pelaporan

	9
	IMAM ARIFIN, S.STP
	
	
	
	

	10
	ACHMAD MUHIT
	19781015 201101 1 001
	Blora, 15 Oktober 1978
	Penta Muda / II a
	Pelaksana

	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


II.4
Sarana dan Prasarana Kerja Utama
Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Taktakan meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1) Rumah Dinas Camat

2) Ruang Rapat

3) Ruang Piket / Operator Radio Panggil

4) Ruang Kerja Camat

5) Ruang Kerja Sekretariat

6) Ruang Kerja Seksi

7) Ruang Operator Komputer dan data

8) Ruang Pelayanan

9) Aula Kecamatan
10) Mushola

11) Kamar mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kecamatan Taktakan yang sekarang ini ada adalah :

1. Roda empat 2(UNIT )buah dengan rincian :
a. 1 unit Toyota Kijang Avanza Tahun 2010
b. 1 unit Grand Livina
2. Roda dua 37 Motor
Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer , meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung pencetakan KTP (server 1 buah, Finger Print, Kamera Foto)  dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.
II.5
Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan merupakan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dan mengacu pada indikator-indikator kinerja dan/atau indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah sebagai berikut:

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan
1) Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2) Mengadakan Tarawih Kunjungan gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Kelurahan untuk  melihat langsung aktivitas masyarakat dalam beribadah di bulan Ramadhan;
3) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
4) Mengadakan Sosialisasi  Penyakit masyarakat (PEKAT) dan Narkokba bersama Muspika dan instansi terkait;
5) Melaksanakan  kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Pawai Budaya HUT Kota Serang, Panjang Mulud, dsb;
6) Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon  di desa;.
7) Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Taktakan;
8) Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
9) Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dan para sekretaris kelurahan;
10) Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Kelurahan se Kecamatan Taktakan setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;.
11) Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya  peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
12) Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Taktakan;
13) Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat kelurahan;
14) Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan
1) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);

2) Monitoring pelaksanaan musrenbang kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

3) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

4) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

5) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan (Jumat Bersih),  ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Taktakan;

6) Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Kelurahan Cilowong;

7) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;

8) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

9) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan
1) Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).

2) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;

3) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;

4) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;

5) Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

6) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

7) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
Selengkapnya Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Taktakan diuraikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Taktakan Kota Serang


Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Taktakan Kota Serang



II.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Taktakan sesuai dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain: 

1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kecamatan Taktakan untuk meningkatkan kinerja;

2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;

3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

5) Kurangnya keterpaduan/sinergitas dan dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
III.1 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 
Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Sebagai Kecamatan yang didalamnya terdapat pusat perekonomian dan jasa,  permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.

2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Taktakan belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;

3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;

4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Taktakan masih terbatas dari sisi kuantitas dan kualitasnya;

5. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.;
6. Terkadang tidak bisa maksimal dalam melaksanakan program melalui kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu sehingga terjadi tumpang tindih

Tabel 3.1.
Identifikasi  Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

	ASPEK KAJIAN
	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
	STANDAR YANG DIGUNAKAN
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD

	
	
	
	INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)
	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Standard pelayanan kinerja kelembagaan
	Sudah ada SOP, akan tetapi belum maksimal dalam pelaksanaanya
	Aturan baku pelayanan masyarakat
	Menambah jumlah personil pelayanan masyarakat
	Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan public


	Membuat system administrasi pelayanan umum dan masyarakat

	Rendahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik internal maupun lintas SKPD
	Dalam pelaksanaannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi internal maupun lintas SKPD belum maksimal
	Sinergitas Pengelola pelayanan masyarakat
	Letak kecamatan Taktakan yang jauh dari pusat pemerintahan
	Factor “will” dari pimpinan leading sector pelayanan masyarakat
	Terhambatnya 

pelaksanaan koordinasi 

dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program pelayanan

	Kondisi sarana prasarana penunjang kinerja internal
	sarana prasarana Kecamatan Taktakan masih kurang memadai, gedung kecamatan dan kelurahan perlu direnovasi
	Kondisi Infrastruktur yang baik
	Terhambatnya 

perjalanan aparatur 

dalam pelaksanan tugas
	Belum adanya 

perbaikan kembali 

pada jalan yang sudah 

rusak
	Sarana dan prasarana 

transportasi berupa jalan 

kondisinya sudah rusak

	Disiplin pegawai
	Masih kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai Kecamatan Taktakan
	 Tanggung jawab Aparatur
	 Domisili aparatur di luar

wilayah kerja
	 Penyediaan fasilitas 

untuk operasional
	 Secara kualitatif, disiplin aparatur 

pemerintahan masih 

perlu ditingkatkan

	Kompetensi aparatur
	Belum sesuai dengan beban kerja, tugas dan fungsi yang diemban
	Profesionalisme Aparatur
	SDM Aparatur dan sarana serta prasarana belum mendukung
	Peran Lembaga Pendidikan Nasional
	 Keterbatasan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi


	Inventarisasi Tanah bengkok
	Tanah bengkok yang merupakan inventaris kecamatan Taktakan masih belum jelas keberadaan status sertifikatnya
	Pengelolaan inventaris/asset kecamatan Taktakan
	Kerapihan administrasi pengelolaan asset/inventaris
	Dukungan instansi terkait dalam pengurusan sertifikasi kepemilikan tanah
	Belum adanya kerjasama dari pimpinan kelurahan setempat dalam pengelolaan inventaris tanah bengkok

	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
	Belum adanya plang pengurus RT dan pengurus RW sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui kepengurusan RT dan RW di lingkungannya
	Standarisasi papan nama pengurus RT dan RW
	Biaya pembuatan papan nama pengurus RT dan RW
	Partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan kepengurusan RT dan RW
	Belum termasuk dalam anggaran belanja kecamatan Taktakan

	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat mengenai kesehatan
	Masih kurangnyya masyarakat mengenai pentingnya kesehatan
	Sosialisasi ,pelatihan mengenai manfaat /pentingnya kesehatan
	Peningkatan peran kader/PKK Kecamatan
	Dukungan instansi terkait (Dinkes)adanya promosi tentang kesehatan di kecamatan
	Kurangnya koordinasi instansi terkait dengan pemerintah setempat dan kecamatan

	SDM mengenai keterampilan usaha,dan permodalan
	Kurangnya pelatihan keterampilan usaha dan permodalan bagi usaha kecil dan menengah
	 Sosialisasi ,pelatihan mengenai pelatihan keterampilan usaha
	 Adanya Anggaran untuk mendukung kegiatan

	 Pelatihan keterampilan masyarakat dan fasilitasi bagi usaha mikro kecil dan menengah dari pihak pemerintah (Disperindakop)

	 Kurangnya pemahaman SDM mengenai keterampilan usaha,dan permodalan


	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian Seni dan Budaya
	Kurangnya partisipasi masyarakatdalam pelestarian Seni dan Budaya
	 Sosialisasi pemahaman/kegiatan yang melestarikan kebudayaan tersebut
	 Kurang adana pemahaman /kegiatan yang melestarikan kebudayaan tersebut

	 Dana yang memadai sehingga selalu diadakannya even-even tahunan untuk kegiatan tersebut

	 Kurangya partisipasi masyarakat dalam pelestarian Seni dan Budaya



III.2 
Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang
a. VISI

Berpijak pada kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2014 serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kota Serang maka “Visi pembangunan Kota Serang tahun 2014 - 2018” adalah sebagai berikut:
TERWUJUDNYA KOTA SERANG MADANI SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERTUMPU PADA POTENSI PERDAGANGAN, JASA, PERTANIAN DAN BUDAYA.

Visi pembangunan Kota Serang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun  2014-2018 tersebut diharapkan menjadi landasan pencapaian “visi pembangunan Kota Serang tahun 2008-2025” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025 : ”Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan Menuju Kota Serang SMART 2025”.
Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota Serang tahun 2014 – 2018 adalah terwujudnya perangkat dasar Kota Serang berupa suprastruktur (peraturan perundang-undangan/regulasi daerah), infrastruktur (prasarana), dan struktur (sarana) pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersih, adil, bertanggungjawab, agung dan berwibawa menuju Kota Serang yang dinamis, maju, asri, serasi, lestari, tentram dan tertib sehingga dapat menciptakan masyarakat Kota Serang yang sejahtera di semua aspek kehidupan.

b. MISI
Bertiitik tolak dari visi pembangunan Kota Serang tahun 2014 - 2018 maka dirumuskan  “Misi Pembangunan Kota Serang tahun 2014 - 2018” adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi sebagai landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan,kesehatan dan layanan sosial lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
3. Menyediakan prasarana dan sarana wilayah sebagai pendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta pengendalian tata ruang kota yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta perkuatan ekonomi kerakyatan (bagi berkembangnya usaha kecil menengah dan koperasi serta industri yang mampu mendayahgunakan potensi daerah ( pemanfaatan sumber daya alam dan sosial) secara  berkelanjutan 
5. Mewujudkan iklim kehidupan sosial dan politik yang berbudaya, aman, tertib, melalui revitalisasi kearifan lokal masyarakat, serta pembinaan seni, budaya, dan olahraga dikalangan  generasi muda 
            Untuk mendukung terlaksananya Visi dan Misi Kota Serang Tahun 2014-2018, maka perlu diketahui oleh SKPD ada ( lima ) pilar pembangunan Kota Serang yaitu :

1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur
2. Pembangunan dan peningkatan pendidikan
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas kesehatan
4. Peningkatan ekonomi kerakyatan serta optimalisasi potensi pertanian dan kelautan
5. Peningkatan tata kella pemerintahan,hukum dan peningkatan penghayatan terhadap nilai agama
   

  Visi,Misi dan Pilar pembangunan Kota Serang tersebut di atas kemudian menjadi inspirasi untuk mencetuskan program-program unggulan Kota Serang tahun 2014 – 2018.Program – program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Serang periode 2014-2018 adalah sebagai berikut :
1. Pemerataan akses dan kualitas infrastruktur

2. Pemerataan akses pendidikan 

3. Peningkatan manajemen dan mutu layanan kesehatan 

4. Bebas biaya pendidikan SD,SMP,SMA,atau sederajat

5. Pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan

6. Biaya kesehatan gratis bagi warga tidak mampudan gratis pelayanan di puskesmas

            Dalam pencapaian Visi Kota Serang 2014 – 2018 di tempuh melalui 5 ( lima ) misi sebagaimana tersebut di atas dan di implementasikan melalui program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) Kota Serang , Penyusunan rencana Kerja ( Renja ) SKPD setiap tahunnya diarahkan untuk mencapai visi misi yang telah di tetapkan Walikota dan Wakil Walikota periode 2014 – 2018
Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD 

terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program 

Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2014-2018
	VISI :
	TERWUJUDNYA KOTA SERANG MADANI SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERTUMPU PADA POTENSI PERDAGANGAN, JASA, PERTANIAN DAN BUDAYA

	NO
	MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG
TAHUN 2014 - 2018
	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
	FAKTOR

	
	
	
	PENGHAMBAT
	PENDORONG

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	MISI 1. MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI  SEBAGAI  LANDASAN  DALAM MEWUJUDKAN  TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA
	 
	 
	 

	
	 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


	 Membuat sistem informasi administrasi pelayanan umum dan masyarakat
	 Belum adanya system informasi administrasi yang membantu dalam pelaksanaan pelayanan
	Adanya sistem informasi administrasi,        dan 

SDM di tingkatkan 

	
	
	Terhambatnya pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program pelayanan 
	Dalam pelaksanaanya koordinasi,integrasi dan sinkronisasi internal maupun lintasSKPD belum maksimal
	Sinergitas Pengelola pelayanan masyarakat

	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
	Sarana dan prasarana transportasi berupa jalan kondisinya sudah rusak 
	Terhambatnya perjalanan aparatur dalam pelaksanaan tugas 
	Kondiasi infrastruktur yg baik

	
	 Program Peningkatan disiplin aparatur
	Secara kualitatif disiplin aparatur pemerintahan masih perlu di tingkatkan
	 Masih kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai Kecamatan Taktakan
	Tanggungjawab aparatur


	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


	Keterbatasan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi
	SDM Aparatur dan sarana serta prasarana belum mendukung
	Profesionalisme Aparatur dan adanya peran Lembaga Pendidikan Nasional

	
	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur


	SDM masih kurang memadai
	Kegiatan dan anggaran masih kurang maksimal
	Soisalisai dan arahan dari pemerintahan

	
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


	Penyedia Akses informasi pelayanan melalui media online
	Kurang optimalnya penyediaan data secara online
	Penyediaan data online 

	
	Program peningkatan pembinaan pemerintahan desa


	Sistem pelayanan masih kurang maksimal
	SDM masih kurang memadai
	Ketersediaan anggaran

	
	Program PenataanAdministrasi Kependudukan


	Isu pemekaran rt/rw terus meningkat di kelurahan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak
	Terbatasnya anggaran dalam pemberian honor Rt/RW 
	Implementasi sistem admin kependudkan (membangun updating dan pemeliharan )

	
	
	
	
	

	
	

	
	MISI 2. MENINGKATKAN AKSEBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN ,KESEHATAN DAN LAYANAN SOSIAL LAINNYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT 
	 
	
	

	2
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial


	SDM masih kurang memadai
	Kurang responnya masyarakat terhadap kegiatan tersebut
	Anggaran dan fasilitas mencukupi

	
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan


	Belum adanya koordinasi instansi terkait dengan pemerintah setempat/kecamatan
	Adanya  peran serta dan kesetaraan gender dalam pemberdayaan kualitas anak 
	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui kelompok PKK

	
	Program promosi Kesehatan Ibu dan anak melalui kelompok di masyarakat
	Masih banyakny kematian ibu dan anak 
	Adanya  peran serta dan kesetaraan gender dalam pemberdayaan promosi kesehatan
	Isu pemekaran rt/rw terus meningkat di kelurahan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak
	
	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun updating dan pemeliharan 

	
	Program perbaikan gizi Masyarakat
	Masih banyaknya balita/anak menderita gizi buruk
	Kurangnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pemberdayaan gizi kurang dan gizi buruk
	Isu pemekaran rt/rw terus meningkat di kelurahan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak
	
	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun updating dan pemeliharan 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	MISI 3. MENYEDIAKAN PRASARANA DAN SARANA WILAYAH SEBAGAI PENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA PENGENDALIAN TATA RUANG KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN 
	 

	 
	 

	
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
	Kurang meratanya pembangunan
	Anggaran yang kurang memadai
	Pemerataan pembangunan

	
	 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


	 Tidak semua usulan masyarakat dapat terpenuhi
	Anggran yang kurang memadai
	Musrenbang tingkat kota

	
	Program Rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan


	Tumpang tindih pembangunan antara tingkat provinsi,kota,kecamatan,dan kelurahan
	Lemahnya koordinasi antara lembaga terkait dengan kecamtan dan terjadinya pembangunan yg tidak sesuai dengan struktur dan pola ruang
	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih tinggi

	4
	MISI 4. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PENCIPTAAN IKLIM USAHA DAN INVENTASI YANG KONDUSIF SERTA PERKUATAN EKONOMI KERAKYATAN ( BAGI BERKEMBANGNYA USAHA KECIL MENENGAH  DAN KOPRASI ,SERTA INDUSTRI )YANG MAMPU MENDAYAGUNAKAN POTENSI DAERAH( PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SOSIAL ) SECARA BERKELANJUTAN 
	 
	 
	 

	
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
	Hasil produksi rumahan masih sulit untuk di kembangkan
	Belum adanya wadah untuk menampung hasil produk tersebut
	Perlu diadakanna wadah/pasar untuk para produsen menengah kebawah

	
	Program Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan
	SDM dan penyaluran produksi yang kurang memadai
	Kurang adanya pelatihan dan pendistribusian hasil produksi kurang maksimal
	Pelatihan dan pangsa pasar di tingkatkan


	
	
	Kurangnya pemahaman SDM mengenai keterampilan usaha,dan permodalan
	Kurangnya pelatihan keterampilan usaha dan permodalan bagi usaha kecil dan menengah
	PelatihanKeterampilan masyarakat dan fasilitasi bagi usaha mikro keil dan menengah dari npihak pemerintah (Disperindakop)



	5
	MISI 5. MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN SOSIAL DAN POLITIK YANG RELIGIUS,BERBUDAYA, AMAN, TERTIB MELALUI REVALITASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT, SERTA PEMBINAAN SENI, BUDAYA, DAN OLAHRAGA DI KALANGAN GENERASI MUDA
	 
	 
	 

	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
	Tidak adanya pembinaan untuk para atlit
	Tenaga Pembina Profesional Belum ada
	Anggaran untuk fasilitas dan tenaga Pembina di tingkatkan

	
	 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


	 Kurangnya partisipasi generasi muda
	Kurangnya sosialisasi dan pengarahan untuk generasi muda
	 Diadakannya even-even tahunan melestarikan kekayaan budaya 

	
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)


	Generasi muda yang terkena narkoba
	Kurang adanya pembinaan dan pengarahan  terhadap generasi muda
	Adanya sosialisasi atau kegiatan untuk pencegahan narkoba

	
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


	Regenerasi warisan budaya sudah semakin berkurang
	Kurang adanya pemahaman/kegiatan yang melestarikan kebudayaan tersebut 
	Selalu diadakannya even-even tahunan untuk kegiatan tersebut


III.3 
Telaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Telaahan  Renstra  Kecamatan  terhadap  Renstra  K/L  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  telah  menjadi  dasar dan  terintegrasi  dalam  rencana pembangunan,  maka  dengan  hasil  telaahan diharapkan  dampak  dan/atau  risiko  lingkungan  dapat  diminimalkan  dengan memberikan  alternatif  penyempurnaan  kebijakan,  rencana  dan/atau  program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Konsentrasi perencanaan pembangunan di bidang aparatur pemerintah pada kementerian maupun SKPD terkait di Provinsi dapat digeneralisasi pada beberapa hal substansial sebagai berikut:
1. Isu permasalahan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih masih didominasi pada konsentrasi upaya peningkatan profesionalisme aparatur sebagai komponen utama penggerak perubahan tata kelola pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Permasalahan tentang peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemerintah sangat terkait erat dengan permasalahan umum proporsionalitas SDM aparatur dan kesesuaiannya dengan beban kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan terkait.

2. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah merupakan upaya yang bersifat berkelanjutan melalui pembinaan dan pengembangan baik yang menyangkut pembinaan kapasitas melalui pengembangan peraturan atas pola karir aparatur, peningkatan disiplin dan etos kerja, peningkatan kesejahteraan . Adapun pengembangan aparatur dapat melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan SKPD
III.4 
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Serang, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kota Serang untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi. 

Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Serang, Penataan Ruang Kota Serang diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karateristik dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan. Sedangkan konsep bentuk kota adalah dengan memanfaatkan Jalan Lingkar yang ada sebagai pembentuk kota, sehingga bentuk kota mendekati bentuk pusat jamak yang berjenjang sehingga menjamin terdistribusinya kegiatan pembangunan kota.

Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan kecenderungan perkembangan yang serasi, selaras, seimbang dan terintegrasi dalam sistem kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di Kota Serang diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa komersial, kawasan perkantoran, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi, pengembangan fasilitas penunjang kegiatan permukiman, Ruang Terbuka Hijau, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus dan kawasan konservasi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Serang, maka Kecamatan Taktakan diproyeksikan untuk menjadi kawasan ekowisata. Sub  Pusat  di  Desa  Taktakan, yang  melayani Kecamatan Taktakan, diarahkan  mempunyai  fungsi  primer  sebagai  resapan  air,  agropolitan, agribisnis pertanian dan fungsi sekunder perumahan, pedagangan dan jasa, serta pergudangan dan militer. 
III.5 
Penentuan Isu-isu Srategis
Isu strategis menggambarkan prioritas penanganan yang perlu dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Taktakan. Isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil kombinasi terhadap komponen-komponen SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dari hasil Analisis Lingkungan Strategis (Analisis SWOT) pada SKPD Kecamatan Taktakan, teridentifikasi 3 (tiga) isu strategis pembangunan, yaitu: 
1. Kemantapan kinerja, sumber daya dan manajemen Kecamatan Taktakan 
Sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Serang, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam evaluasi pencapaian pembangunan daerah Kota Serang, keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan mengindikasikan semakin membaiknya kinerja pemerintahan di Kota Serang. Demikian halnya dengan SKPD Kecamatan Taktakan sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah Kota Serang, keberadaannya turut menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sejauh ini.
2. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Pembangunan, peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana wilayah merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Pemenuhan fasilitas umum dan sarana prasarana tentunya akan memberikan daya dukung terhadap pembangunan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia di Kota Serang. 

Sarana dan prasarana wilayah merupakan komponen integral yang tidak terpisahkan dalam kerangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Dengan tersedianya sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan, terminal, jaringan listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, dan lain-lain, maka kinerja pergerakan koleksi dan distribusi baik orang, barang, maupun jasa dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Disamping itu, disparitas atau kesenjangan wilayah akan dapat pula diatasi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan keterhubungan dan interkoneksi antar wilayah atau kawasan

Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana wilayah di Kecamatan Taktakan telah cukup tersedia walaupun sebaran dan distribusinya belum merata. Kondisi ini salah satunya terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang relatif terbatas pada kawasan pedesaan dibandingkan pada kawasan perkotaan. Kondisi ini menyebabkan menjadi terbatasnya aksesibilitas kawasan pedesaan yang nota bene merupakan kawasan produksi atau wilayah penghasil produk-produk pertanian. Jika ditinjau dari segi kualitas, terlihat adanya kecenderungan penurunan kualitas sarana dan prasarana wilayah. Kondisi ini lebih disebabkan karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut. 

Dalam rangka meningakatkan keterkaitan pertumbuhan perekonomian daerah dengan kesejahteraan masyarakat, tentunya perlu dilaksanakan pembangunan kewilayahan yang berorientasi kepada pemanfaatan ruang secara optimal. Tentunya pembangunan kawasan ini tidak dapat lepas dari pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) wilayah yang memadai. Hal tersebut perlu ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah serta peningkatan sinergisitas wilayah, yang mendukung upaya–upaya pengembangan ekonomi masyarakatnya yang akan berakibat pada peningkatan kesejahteraan. 
3. Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
      Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  merupakan salah satu tugas dari Kecamatan Taktakan yang didalamnya terkandung pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat dan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Taktakan dengan harapan bahwa apabila pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan dengan baik maka akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang signifikan.

       Sedangkan peningkatan pembangunan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Taktakan, dengan hasil akhir diharapkan bahwa dengan peningktan pembangunan yang matang dan berkualitas dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.
Isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Taktakan merupakan pengembangan dari Tugas dan Fungsi SKPD, yaitu :

1. Kualitas SDM masih belum memadai;
Kualitas SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya, yaitu tingkat pendidikan menengah ke bawah. Hal ini didukung oleh data pendidikan menurut tingkat pendidikan tertinggi. Pendidikan Setingkat SMU hanya mencapai 3,25% dari total penduduk.
2. Sarana & prasarana penunjang belum memadai;
Sarana dan Prasarana penunjang masih belum memadai dapat dilihat dari daftar aset keseluruhan yang dimiliki oleh kecamatan taktakan.
3. Dana penunjang kerja terbatas;
Data Dana Penunjang kerja dapat diperhatikan dari alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Data menunjukkan bahwa ketersediaan dana sangat terbatas dibandingkan dengan fungsi dan tugas serta kebutuhan sarana dan prasarana penunjang.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV.1
VISI DAN MISI KECAMATAN TAKTAKAN
A. Visi Kecamatan Taktakan Tahun 2014 – 2018
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.
Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi. Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuannya. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi akan mampu menjadi pemercepat kegiatan organisasi tersebut, termasuk perancangan rencana strategik secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh organisasi. Menyadari pentingnya visi bagi organisasi, maka Kecamatan Taktakan menetapkan visinya sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PEMANTAPAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL MENUJU MASYARAKAT YANG BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”.














B. Misi Kecamatan Taktakan Tahun 2014 – 2018
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. 

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap organisasi harus memiliki misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Misi Kecamatan Taktakan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Aparatur Yang Efektif dan Profesional;
2. Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat secara akurat,cepat,tepat,aman,mudah dan terbuka.
3. Mewujudkan Kecamatan Taktakan sebagai potensi ekonomi Kota Serang,Provinsi Banten,dan Nasional.
4. Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Hasil Pertanian, Perikanan, Pariwisata,Perdagangan dan Jasa.
IV.2
Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan visi dan misi di atas adalah :
1.Meningkatkan kualitas aparatur efektif dan professional
	N
	MISI
	TUJUAN
	SASARAN

	1
	Meningkatkan Kualitas Aparatur efektif dan profesionl
	1.Meningkatkan kualitas SDM
	1.Meningkatkan kualitas pemangku jabatan di tingkat desa dan kelurahan

	
	
	
	2.Meningkatkan kemampuan pelayanan dan pemahaman tentang Administrasi pemerintahan

	
	
	2.Mengembangkan sistem laporan capaian kinerja
	1.Tercapainya pelaporan yang benar dan tepat waktu

	
	
	3.Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur
	1.Terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada

	
	
	
	2.Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan

	2
	Meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat
	1.Meningkatnya kinerja pelayanan
	1.Terwujudnya pelayanan secara cepat,tepat,aman,mudah, dan terbuka

	
	
	
	2.Tersedianya data Administrasi yang baik

	33333
	
	2.Meningkatnya infrastruktur
	1.Terciptanya infrastruktur yang menunjang pembangunan di semua sektor

	
	Mewujudkan    Kecamatan Taktakan sebagai potensi Ekonomi Kota Serang,Provinsi Banten dan Nasional
	1.Berkembangnya sektor perekonomian skala regional
	1.Teridentifikasina potensi ekonomi masyarakat 

	
	
	
	2.Teridentifikasinya permasalahan pengembangan Ekonomi Masyarakat

	
	Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah
	1.Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil dan menengah
	1.Teridentifikasinya jumlah pelaku usaha kecil dan menengah

	
	
	
	2.Terbinanya pelaku usaha kecil dan menengah

	
	
	
	3.Bertambahnya usaha kecil,menengah,dan koperasi

	
	
	2.Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran
	1.Mengurangi angka kemiskinan

	
	
	
	2.Menurunkan angka pengangguran


IV.3 
Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T. 

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. 
Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi.
Tabel IV.1

Matriks SWOT Kecamatan Taktakan

	SWOT
	Strength/Kekuatan
	Weakness/Kelemahan

	
	1. Tupoksi Kecamatan Taktakan;

2. Kesenian dan kebudayaan lokal;

3. Pusat pengrajin emas dan produsen emping;

4. Pusat perdagangan jasa dan pergudangan;


	1. Jumlah SDM Aparatur yang belum mencukupi;

2. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai;

3. Dana Penunjang kerja terbatas;

4. Kualitas SDM Aparatur  yang belum memadai.

	Opportunity/Peluang
	Strength – Opportunity 
(Strategi Memaksimalkan Kekuatan untuk Merebut Peluang)
	Weakness – Opportunity 
(strategi Menghilangkan Kelemahan untuk memanfaatkan Peluang)

	1. Menjadi Perlintasan jalur alternatif wisata Serang-Anyer

2. Menjadi Perlintasan Jalur Jawa-Sumatera

3. Implementasi Good Governance
4. Keberadaan LSM dan Organisasi Kemasyarakatan

5. Dukungan Swasta dalam investasi

6. RTRW Kota Serang yang menjadikan Taktakan sebagai pusat Pemukiman dan Agroindustri


	1. Pemantapan dan Peningkatan Sumber daya manajemen kelembagaan kecamatan Taktakan
2. Peningkatan kualitas dan hasil usaha unggulan
3. Pembagian klastersisai ekonomi lokal
	1. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
2. Pemantapan Kualitas Pembangunan



	Threat/Tantangan
	Strength – Threat
Strategi Memanfaatkan Kekuatan untuk menghilangkan Ancaman)
	Weakness – Threat
(Strategi Menutupi Kelemahan untuk menghadapi Ancaman)

	1. Angka Kemiskinan yang cukup tinggi;

2. Tingkat pendidikan yang masih rendah;

3. Kurang sinergi dengan SKPD lain dalam program dan kegiatan

4. Angka pengangguran yang masih tinggi


	1. Pemberdayaan Masyarakat

2. Harmonisasi kerjasama antar lembaga multi stakeholders
	1. Program inovatif membuka lapangan kerja baru

2. Peningkatan kompetensi masyarakat melalui pelatihan




Berdasarkan Strategi mempergunakan Kekuatan untuk mendapat Peluang (S-O), Stragegi Mengurangi Kelemahan untuk mendapatkan Peluang (W-O), Strategi mengunakan Kekuatan untuk menghadapi Ancaman (S-T) dan Strategi menghilangkan Kelemahan untuk menghadapi Ancaman (W-T) , maka Strategi Kecamatan Taktakan tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan dan Peningkatan Sumber Daya dan Manajemen Kelembagaan. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Kualitas Aparatur Yang Efektif dan Profesional;
2. Pemantapan kualitas pembangunan dalam pelayanan masyarakat yang konsisten dan terpadu. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
3. Harmonisasi kerjasama antar lembaga multi stakeholders. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Mewujudkan Kecamatan Taktakan sebagai potensi ekonomi Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional;
4. Pembagian klastersisai ekonomi lokal . Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Peningkatan kualitas dan hasil usaha unggulan. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Kualitas Pendidikan,Hasil Pertanian, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa.
Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk 
mancapai tujuan.  Rumusan kebijakan Kecamatan Taktakan dalam melaksanakan tugas pemerintahannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kecamatan;

2. Mengadakan rapat kordinasi satu kali dalam satu bulan dan konsultasi keluar daerah tiap tiga bulan sekali;
3. Meningkatkan disiplin administrasi perkantoran;

4. Meningkatkan peran aktif dan control masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;

5. Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;

6. Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;

7. Meningkatkan kinerja petugas pelayanandengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;

8. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Kecamatan Taktakan. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kecamatan Taktakan. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Taktakan adalah :

1) Mengadakan koordinasi dalam  implementasi Good Governance;

2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam  melaksanakan program pembangunan;

3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat 

4) Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan Taktakan
5) Peningkatan validitas dan manajemen data

6) Penyusunan SOP di Kecamatan Taktakan
7) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain 

8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam  pelaksanaan  pembangunan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Pelayanan Kecamatan Taktakan
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Kondisi Awal
	Target Kinerja Sasaran
	Kondisi Akhir Target Kinerja Sasaran

	
	
	
	
	
	
	Sebelum Perubahan
	Setelah Perubahan

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2018
	2018

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Meningkatnya kemampuan berusaha dan peluang berusaha untuk kesejahteraan masyarakat
	Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Persentase peningkatan kesejahtera an masyarakat
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 bulan
	12 Bulan
	12 bulan
	12 Bulan
	60 bulan
	60 bulan

	2
	Meningkatkan administrasi dan manajemen pengelolaan Keuangan daerah
	Tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan
	Tersedianya laporan kinerja yaitu LAKIP,Penetapan Kinerja   ( TAPKIN)dan laporan keuangan akhir tahun
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 bulan
	12 Bulan
	12 bulan
	60 bulan
	60 bulan

	3
	Meningkatnya manajemen pegawai negeri sipil dan sarana dan prasarana aparatur secara profesional dalam bidang tugasnya
	Tersedianya pegawai yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai
	Tersedianya dokumen perencanaan yaitu RKA dan DPA serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur
	60 Orang
	60  Orang
	60 Orang
	60 Orang
	60 Orang
	60 Orang
	360 Orang
	360 Orang

	4
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan semua kelurahan se-Kecamatan Taktakan guna perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunandan pemberdayaan masyarakat

	Pengumpulan data kelurahan se-Kecamatan Taktakan
	Persentase ketersediaan data di kecamatan Taktakan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Buln
	12 Bulan
	60 Bulan
	60 Bulan

	5
	Meningkatnya supremasi hukum demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat
	Terciptanya keadaan yang kondusif
	Persentase pelanggaran hukum di masyarakat
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Buln
	12 Bulan
	60 Bulan
	60 Bulan

	6
	Meningkatkatnya kesadaran akan kebersihan dan keindahan lingkungan 
	Terlaksanaya lomba kebersihan lingkungan
	Jumlah peserta lomba
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bulan
	12 Bun
	12 Bulan
	60 Bulan
	60 Bulan


Tabel IV.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan



BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai implementasi dari kebijakan yang merupakan turunan dari Visi dan Misi Kecamatan Taktakan, maka disusun Rencana Program dan Kegiatan, indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif agar Visi dan Misi tersebut dapat terwujud sehingga terarah dan terukur. Rincian Rencana Program dan Kegiatan, indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diuraikan dalam Tabel V.1
Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompokn Sasaran, dan Pendanaan 
Indikatif
BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
VI.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.   

Pengukuran kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dituangkan dalam lampiran matriks program tahunan SKPD.
VI.2 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan  atau kegagalan pencapaian kinerja.   Hasil evaluasi kinerja agar dikaitkan dengan sumber daya (input) yang berada di bawah wewenangnya antara lain sumber daya manusia, dana/keuangan, sarana-prasarana, metoda kerja dan hal lain yang berkaitan.
Evaluasi kinerja sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan produktivitas dimasa mendatang.   Dalam akuntabilitas kinerja, sesuai dengan substansinya, maka pembahasan evaluasi kinerja meliputi: Evaluasi Kinerja Kegiatan, Evaluasi Kinerja Program, dan Evaluasi Kinerja Kebijakan.

                                      BAB VII
PENUTUP
Rencana strategis Kecamatan Taktakan Periode 2014 - 2018 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Serang terpilih yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keberadaan renstra tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai :

1. Pedoman bagi Kecamatan Taktakan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah baik yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan;

2. Pedoman bagi Kecamatan Taktakan untuk mengupayakan pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga;

3. Pedoman  dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja Kecamatan Taktakan;

4. Pedoman bagi setiap aparatur Kecamatan Taktakan dalam mencapai tujuan lembaga.
Pemahaman bersama atas dokumen perencanaan yang telah tersusun ini menjadi sangat penting dan strategis. Oleh karenanya, keberhasilan atas pelaksanaan rencana strategis Kecamatan Taktakan 2014 - 2018 sangat tergantung dari komitmen bersama baik aparatur internal, pimpinan dan stakeholders lainnya. Semoga kehadiran dokumen rencana strategis Kecamatan Taktakan ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, terutama dalam mencapai salah satu komitmen dari visi daerah Kota Serang  yaitu Terwujudnya Kota Serang Madani Sebagai Kota Pendidikan Yang Bertumpu Pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Budaya.

Taktakan ,                2017
                                                                                                                              CAMAT TAKTAKAN

                                                                                                                  UM ROCHMAT HIDAYAT,ST,MM

                                                                                                                      NIP. 19720408 200312 1 002
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